DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Dhiana Puspitawati, Hukum Laut Internasional, Jakarta, Prenada, 2017.

Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di
Indonesia, Edisi Revisi, 2016.

J.L Bierly, The Law of Nations, London, Clarendon Press, 1954.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer,
Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama, 2006.

Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cetakan
Pertama, Edisi Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.

Muchtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Cetakan ke-2, Jakarta,
Binacipta, 1983.

-— ---, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kedua,
Bandung, Alumni, 2015.

- ---, Bunga Rampai Hukum Laut, Jakarta, Binacipta 1978.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Cetakan Kelima, Jakarta, PT.
Rajagrafindo Persada, 2014.

Yudha Bhakti, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing,
Bandung, Alumni, 1999.

Yulianto Syahyu, Hukum Anti dumping di Indonesia, Seri Hukum Perdagangan
Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.

61



62

B. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional 1982
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti dumping

dan Bea Masuk Imbalan.

C. Jurnal

Ardila, Ririn dan Akbar Kurnia Putra. “Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia Di Laut Natuna Utara Dengan Cina”. Uti Possidetis : Journal Of
International Law, 2020.

Agasta, Calvin, Peni Susetyorini dan L. Tri Setyarwanto R. “Hak Berdaulat
Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus
Indonesia T erhadap Klaim Peta Nine-dash line China Di Kepulauan Natuna)”.
Diponegoro Law Journal, 2017.



